
   Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual  Kota Probolinggo 

         

BAB XIII : Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA Hal.   161 

 

 

A. PENGERTIAN 

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah 

yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah Kota Probolinggo, dan tidak perlu 

dibayar kembali oleh pemerintah Kota Probolinggo. 

2. Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Probolinggo adalah rekening 

tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk 

menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 

daerah Pemerintah Kota Probolinggo pada bank yang ditetapkan. 

3. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi 

SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta 

penyesuaian lain yang diperkenankan. 

4. Pendapatan Pemerintah Kota Probolinggo diklasifikasikan sebagai berikut: 

Pendapatan Asli Daerah 

Pajak Daerah 

Retribusi Daerah 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Lain-lain PAD yang Sah 

Pendapatan Dana 

Perimbangan/ Pendapatan 

Transfer 

Bagi Hasil/DAU/DAK/Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat 

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi 

Bantuan Keuangan 

Lain-lain Pendapatan Daerah 

Yang Sah 

Pendapatan Hibah 

Dana Darurat 

Pendapatan lainnya 

 

5. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah Pemerintah Kota Probolinggo yang 

sesuai dengan peraturan perundang-unadngan. 

6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Pemerintah Kota Probolinggo 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atass jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
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Pemerintah Kota Probolinggo untuk kepentingan pribadi atau badan. 

8. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang DIpisahkan adalah komponen 

kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik 

Daerah. 

9. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang 

diperoleh oleh Pemerintah Kota Probolinggo selain dari pendapatan pajak, 

retribusi atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

10. Pendapatan Transfer adalah penerimaan yang berasal dari entitas pelaporan 

lain, seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah 

lainnya termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 

11. Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN 

yang dialokasikan ke daerah berdasarkan prosentase tertentu untuk kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

12. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. 

13. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

14. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan lain-lain yang 

bukan berasal dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. 

 

B. PENGAKUAN 

15. Pendapatan-LRA menganut pencatatan berbasis kas sehingga pendapatan 

diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat: 

a. Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah 

Kota Probolinggo. 

b. Pendapatan   telah  diterima   oleh   Bendahara Penerimaan/Bendahara 

penerimaan pembantu dan hingga tanggal pelaporan telah disetorkan ke 

Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Probolinggo.   

c. Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa 

disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Probolinggo, 

dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk 

dicatat sebagai pendapatan daerah. 

d. Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang 

digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan 

syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. 
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e. Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah Pemerintah 

Kota Probolinggo berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD 

mengakuinya sebagai pendapatan. 

16. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat terdapat pendapatan yang dipungut 

oleh/disetor kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

SKPD selain BLUD atau unit pelaksana uang Non RKUD namun belum 

disetorkan ke Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan LRA dengan 

ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.  

17. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara 

Penerimaan Pembantu namun belum dianggarkan dalam APBD, tetap 

disetorkan ke kas daerah sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dan 

dilaporkan dalam LRA SKPD pemungut dan/atau penyetor dengan target 

anggaran pendapatan sebesar nol.  

 

C. PENGUKURAN 

18. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran). 

19. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat 

variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih 

dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. 

20. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan 

tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Kota 

Probolinggo atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang 

perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat. 

21. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi 

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. 

 

D. PENYAJIAN  

22. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis 

kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS sebagai berikut: 
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Pemerintah Kota Probolinggo 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31Desember 20X1 

   (dalam rupiah) 

Nomor 

urut 

Uraian Anggaran 

20X1 

Realisasi 

20X1 

% Ralisasi 

20X0 

1.  PENDAPATAN     

2.  PENDAPATAN ASLI DAERAH     

3.  Pendapatan Pajak Daerah     

4.  Pendapatan Retribusi Daerah     

5.  Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 

    

6.  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah     

7.  Jumlah Pendapatan Asli Daerah     

8.  PENDAPATAN TRANSFER     

9.  Transfer Pemerintah Pusat-Dana 

Perimbangan 

    

10.  Dana Bagi Hasil Pajak     

11.  Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya 

Alam) 

    

12.  Dana Alokasi Umum     

13.  Dana Alokasi Khusus     

14.  Jumlah     

15.  Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya     

16.  Dana Otonomi Khusus     

17.  Dana Penyesuaian     

18.  Jumlah     

19.  Transfer Pemerintah Propinsi     

20.  Pendapatan Bagi Hasil Pajak     

21.  Pendapatan Bagi Hasil Lainnya     

22.  Jumlah     

23.  Jumlah Pendapatan Transfer     

24.  LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH     

25.  Pendapatan Hibah     

26.  Pendapatan Dana Darurat     

27.  Pendapatan Lainnya     

28.  Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang sah     

29.  JUMLAH PENDAPATAN     

 

E. PENGUNGKAPAN  

23. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA 

adalah : 

a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya 

tahun anggaran; 

b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang 

bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; 

c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan 

daerah; dan 

d. informasi lainnya yang dianggap perlu. 


